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Penerapan kewajiban baca tulis Al-Qur’an melalui peraturan daerah telah 
menjadi populer di tiap daerah kabupaten/kota. Apalagi di daerah yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam. Kemerosotan moral serta perilaku-perilaku 
menyimpang menjadi salah satu alasan dibentuknya sebuah peraturan daerah. 
Diantara sekian daerah di Indonesia, Kota Gorontalo adalah daerah pertama di 
Provinsi Gorontalo yang menerapkan kewajiban baca tulis Al-Qur’an melalui 
peraturan daerah.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana Implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi 
Siswa yang Beragama Islam. (2). Kendala apakah yang dihadapi oleh pemerintah 
Kota Gorontalo dalam menerapkan kebijakan wajib baca tulis Al-Quran bagi 
siswa yang beragama Islam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Wajib Baca Tulis 
Al-Quran Bagi Siswa yang Beragama Islam.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam Penerapan Perda Nomor 22 
Tahun 2005 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an di Kota Gorontalo telah berjalan 
dengan baik sesuai dengan cita dan harapan masyarakat dan pemerintah Kota 
Gorontalo. Kendala yang dihadapi dalam penerapan perda Nomor 22 Tahun 2005 
tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an di Kota Gorontalo hamper tidak ada, ini 










Azis Zakaria, S.311005006 "Implementation of Regional Regulation No. 22 
Year 2005 concerning Compulsory Quran Literacy for Students The Religion 
of Islam Gorontalo" 
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 Implementation of the obligation reading and writing the Qur'an through 
local regulations have become popular in each district / city. Especially in areas 
with a Muslim majority. Moral decline and deviant behaviors to be one of the 
reasons for establishing a local regulation. Among the areas in Indonesia, 
Gorontalo is the first region in the province of Gorontalo to implement the 
obligation to reading and writing the Qur'an through local regulations. 
 The problem in this study were: (1). How Implementation of Regional 
Regulation Number. 22 Year 2005 concerning Compulsory Literacy for Students 
Quran that Islam Religion. (2). Constraints are faced by the government of 
Gorontalo in implementing the policies required to read and write the Quran for 
Muslim students.  
 The purpose of this study was to determine and analyze the 
implementation of the Regional Regulation Number. 22 Year 2005 concerning 
Compulsory Literacy for Students Quran that Islam Religion. 
 The conclusion of this study is the adoption of Regulation Number. 22 
Year 2005 concerning Compulsory Quran Literacy in Gorontalo City has been 
running well in accordance with the ideals and expectations of the people and the 
government of Gorontalo. Obstacles encountered in the implementation of 
regulation Nimber. 22 of 2005 on Compulsory Literacy Quran in the city of 
Gorontalo almost nothing, thanks to the support from all levels of society, 
especially parents and teachers. 
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